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MOTO 

 

“La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin” 

Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku 

adalah termasuk orang-orang yang zalim 

(Q.S. Al-Anbiya:87) 

 

“Even in the belly of the whale, there was hope" 
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Perkembangan kawasan perkotaan yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan 

masyarakat terhadap hunian juga mengalami peningkatan. Akan tetapi, 

pertumbuhan kawasan permukiman yang berlangsung secara cepat sering kali tidak 

diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang memadai sehingga 

menimbulkan kawasan hunian dengan kualitas lingkungan yang rendah. Kondisi 

tersebut dapat dilihat pada berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh di berbagai wilayah perkotaan, termasuk di Kota Banjarmasin. Sebagai kota 

yang memiliki karakteristik wilayah sungai dan lahan basah, perkembangan 

permukiman di Kota Banjarmasin banyak tumbuh pada kawasan bantaran sungai 

yang pada akhirnya menimbulkan persoalan kepadatan bangunan, penurunan 

kualitas lingkungan, keterbatasan sarana permukiman, serta perubahan fungsi 

kawasan sungai. 

 

Permasalahan permukiman kumuh pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan 

kondisi fisik lingkungan hunian masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan 

pengendalian tata ruang dan penggunaan tanah di wilayah perkotaan. 

Perkembangan permukiman pada kawasan bantaran sungai menunjukkan bahwa 

pemanfaatan ruang pada beberapa kawasan masih berlangsung tanpa pengendalian 

yang optimal sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian fungsi ruang dan 

penurunan kualitas lingkungan kawasan sungai. Dalam kondisi demikian, 

pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan penataan kawasan 

permukiman sekaligus menjaga keteraturan penggunaan ruang wilayah kota agar 

tetap sesuai dengan rencana tata ruang dan fungsi kawasan lingkungan. 

 

Kewenangan pemerintah daerah dalam penataan perumahan dan permukiman 

kumuh pada dasarnya telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Pemerintah Kota Banjarmasin juga 

menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh sebagai dasar pelaksanaan penataan kawasan permukiman di 

daerah. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan 

dalam penataan kawasan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan hunian, 

serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah perkotaan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Kota 

Banjarmasin dalam menata perumahan dan permukiman kumuh berdasarkan 
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perspektif hukum tata ruang serta menganalisis pelaksanaan kewenangan 

pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan 

permukiman kumuh di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang - undangan dan 

pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum 

primer berupa peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan penataan 

ruang, pemerintahan daerah, serta perumahan dan kawasan permukiman, dan bahan 

hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

hukum tata ruang dan penataan kawasan permukiman. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki 

kewenangan dalam penataan perumahan dan permukiman kumuh yang bersumber 

dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 

3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh. Ditinjau dari perspektif hukum tata ruang, 

kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus diselenggarakan 

berdasarkan sistem penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Oleh karena itu, penataan 

perumahan dan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin harus mengacu pada 

RTRW dan RDTR serta memperhatikan struktur ruang, pola ruang, fungsi ruang, 

kesesuaian pemanfaatan ruang, daya dukung lingkungan, dan prinsip pembangunan 

berkelanjutan. Dengan demikian, hukum tata ruang berfungsi sebagai landasan 

sekaligus batas yuridis bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menjalankan 

kewenangannya agar penataan perumahan dan permukiman kumuh tetap berada 

dalam koridor hukum serta sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. 
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ABSTRAK 

Permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin 

berkaitan erat dengan perkembangan kawasan permukiman pada bantaran sungai 

yang berlangsung secara padat dan tidak selalu diikuti dengan pengendalian 

pemanfaatan ruang yang optimal. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya 

kawasan hunian dengan kualitas lingkungan yang rendah serta perubahan fungsi 

kawasan sungai yang seharusnya memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Dalam 

penanganannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan di bidang penataan 

ruang, perumahan, dan kawasan permukiman sebagaimana diatur dalam Undang - 

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang - Undang Nomor 

1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang - Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Kota 

Banjarmasin dalam menata perumahan dan permukiman kumuh berdasarkan 

perspektif hukum tata ruang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

 

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Permukiman Kumuh, Hukum Tata 

Ruang. 
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